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PENUTUP

Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen hukum
untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjamin lingkungan yang bersih dan
sehat, serta menekan dampak buruk konsumsi rokok dan paparan asap rokok
pasif. Perda KTR menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam
melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten di
ruang publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan area umum
lainnya. Tanpa regulasi yang jelas, upaya pengendalian rokok cenderung tidak
efektif dan bergantung pada imbauan semata. Selain aspek kesehatan, urgensi
Perda KTR juga terletak pada fungsinya sebagai wujud tanggung jawab negara
dalam pemenuhan hak asasi manusia atas derajat kesehatan yang optimal serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro. Perda ini mendorong
perubahan perilaku masyarakat, menciptakan budaya hidup sehat, dan
memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan
demikian, pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok bukan hanya kebutuhan
normatif, tetapi juga strategis untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan
dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun
2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menghadapi sejumlah tantangan

yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Tantangan utama terletak pada
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masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR,
khususnya di ruang publik dan tempat kerja, yang dipengaruhi oleh budaya
merokok yang sudah mengakar. Selain itu, keterbatasan sosialisasi yang merata
dan berkelanjutan menyebabkan sebagian masyarakat maupun pengelola
fasilitas belum memahami secara utuh substansi dan kewajiban yang diatur
dalam Perda tersebut. Di sisi kelembagaan, tantangan juga muncul dari
keterbatasan sumber daya aparat penegak Perda, baik dari segi jumlah personel,
anggaran, maupun mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang
konsisten. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan pemangku
kepentingan non-pemerintah masih perlu diperkuat agar implementasi KTR
berjalan efektif. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Perda KTR
Bojonegoro tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh
komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan strategi implementasi

yang berkelanjutan dan adaptif.

Saran

Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk
memastikan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui penyusunan peraturan
pelaksana yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak Perda, serta

pengawasan yang efektif di seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Kedua, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat secara masif dan berkelanjutan mengenai tujuan, manfaat, serta
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ketentuan KTR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
schingga Perda KTR tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong

perubahan perilaku merokok yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Ketiga, penyediaan fasilitas pendukung berupa tempat khusus
merokok di zona tertentu perlu diperhatikan agar penerapan KTR tetap

memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji
lebih lanjut efektivitas penerapan Perda KTR setelah diimplementasikan,
termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kepatuhan hukum,
guna menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa

mendatang.
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